PRINSIP KEHA TI-HA TIAN
DALAM KONSISTENSI
PENERBITAN KEBIJAKAN
PPAP SEBAGAI UPAYA
MENCIPTAKAN STRUKTUR
PERBANKAN YANG SEHAT

by Johannes Ibrahim, P. L1ndawaty S. Sewu, Hassanain Haykal

Submission ID: 1405955485

Character count: 43655



Jurnal
- O O ILMU HUKUM_ L1TIGASI

PRINSIP  KEHA TI-HA TIAN tE)ALAM
KONSISTENSI PENERBITAN KEBIJAKAN
PPAP SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN
STRUKTUR PERBANKAN YANG SEHAT

JOHANNES [BRAHIM, P. LINDAWATY S. SEWU, HASSANAIN HAYKAL
Dosen Fakultas Hukumn  Universitas  Kristen ~ Maranacha  Bandullg, Jalall Prof Drg, Suria Sumantri,

MPH No. 65 Bandung 40154,  Telp.  (022)2012186 ext 970,  Fax.  (022) 2005914,

Email: ]

ABSTRAK

Bank adalah lembaga intermediasi yang berperan dalam meningkati<an taraf hldup masyarakat, di mana
bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kernbali dalam
bentuk kredit. Mengingat peran dan fungsi bank vang sangat strategis, maka pengelolaan  bank harus
dilakukan dengan balk. Pengelolaan bank yang baik hams mengacu pada ketentuan perundang-
undangan dan berpegang pada prinsip kehatl-hatlan.  Salah satu bentuk pengelolaan  bank dalam upaya
menclptakan  perbankan  yang sehat dengan berbasls manajemen risiko adalah dengan cara melakukan
Pemben tukan Penyls' han Penghapusan  Aktiva Produl<tif (PP AP) bagi kredlt berm asalah. Pernbentukan
Penyisthan ~ Penghapusan ~ Aktiva Produktif (PPAP) pada pelaksanaannya  harus  dilakukan  secara
konsisten,  schingga perlunya adanya pengawasan yang intensif dan Bank Indonesia dan  pentingnya
koherensi  peraturan  perundang-undangan yang berfungsl  sebagai payung  hukum  bagi kegiatan
operasional  bank secara 1[Il Tum,

Kata Kunci : Prinslp Kehati-hatlan, PPAP dan Struktur Perbankan.

ABSTRACT

Banks are intermediary instiwtions thac playa role in improving the quality of life, in which the bank
to collect funds from tlle public in the form of SJvingsand channel them back in the form of loans.
Given the role and functions of rhe bank are very strategic, and management of the bank should do
well. Good bank management should refer co rhe stacutory provisions and adllere to the prudential
principle.  One form of msrueetnen: of the bank in all effort to create a heathy banking-based risk
management is to make Establishment Allowance for Eaming Assets (PPAP) for non-perfonning loans.
Esc.iblisil/11enr Allowance  for Eaming Assets (PPAP) on its implemenCJtion should be done
consistently, so the need for intensive supervision of Bank Indonesi,~ and (he importilice of coherence
of regislatioll that serves asall Lilllbrella act for the general operations of tile banl<

Kevwords: Prudencial Princio/e, PPAP and Ballkillf! Structure.
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I PENDAHULUAN
Krisis moneter di tahun 1997 memiliki darnpak yang cukup
besar terhadap  sistem dan infrastruktur  perekonomian  Indonesia,
khususnya sektor perbankan, di mana akibat tingginya angka kredit macet dan
minimnya  likuiditas bank, maka pemerintah  mengeluarkan  kebijakan untuk
menutup  beberapa  bank yang bermasalah.  Kondisi demikian,  menuntut
pemerintah  untuk menyedlakan dana talangan bagi nasabah dengan jllmlah yang
cukup besar, dengan memerlukan dukungan Intemational Monetary Fund (IMF).
Kesediaan IMF untuk menyediakan  dana talangan tersebut,  menyebabkan
ketatnya  pengawasan terhadap  keglatan operasionai  bank, mengingat bank
merupakan  lembaga Intermediasi yang mempunyal peran dan fungsl strategls
dalam  menghlmpun  dana dati asyarakat dalam bentuk simpanan dan
rnenyalurkannya kemball dalam bentuk kredlt,

Mengingat fungsi dan perannya yang strategis dalam perekonomlan,
maka guna menciptakan  perbankan vyang sehat, diperlukan suatu pengeloiaan
yang balk dan pengawasan dari Bank Indonesia. Salah satu bentuk penjabaran
pengawasan  Bank Indonesia dalam menclptakan  perbankan yang sehat, yaitu
dengan rnenerbltkan  kebilakan Pembentukan  Penylsihan Penghapusan  Aktlva
Produ ktif (PPAP) dalarn penya luran kredlt perbanka n melalui per antra n-peratura 11
Bank Indonesia, salah satunya yaitu Peraturan  Bank Indonesia ~ Nomor

2
1 J/2/PBIf2009 tanggal 29 lanuarl tentang Perubahan Ketlga atas Peraturan
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Bank Indonesia Nomor 7/2/PBII200S  tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum, di mana dalam peraturan tersebut dikemukakan pengertian nyisihan
Penghapusan  Aktiva Produktif sebagai cadangan yang harus dibentuk sebesar
prosentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.

Kredit bermasalah mempengaruhi  biaya yang harus dikeluarkan oleh
bank, sechingga setiap bank berkewajiban untuk membukukan biaya PPAP
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan  tentang perbankan,
sehingga Pelaksanaan PPAP di perbankan secara konsisten patut dikedepankan
agar bank-bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara sehat. Hal ini
sebagai bentuk pelaksanaan dari prudential banking (prinslp kehati-hatlan) vyang
harus ditegakan dan dilaksanakan oleh bank dalam melakukan  kegiatan
operasionalnya, khususnya  dalam  kegiatan  menyalurkan  kredlt  kepada
masyarakat,  di.- mana PPAP merupakan  satu instrumen  penting  guna
meminimalisir angka keruglan akibat kredlt macet. Di satu sisi, dilaksanakannya
PPAP oleh bank yang beroperasi tidak dapat dilepaskan dan fungsl dan peran
pengawasan dan Bank Indonesia. Untuk Itu, perlu adanya ketentuan payung agar
pengawasan dari Bank Indonesia sejalan dengan kebijakan PPAP.

Guna terciptanya  praktik perbankan vyang sehat, maka diperlukan
seperangkat peraturan perundang-undangan  yang mengatur keglatan operasional
bank. Hal ini ditujukan agar terwujudnya kepastian hukum, khususnya di bidang

pengawasan perbankan terutama yang terkait dengan Prudential Banking (prinsip
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kehatl-hatian), di mana salah satunya adalah penerapan kebijakan PPAP. Adapun
Peraturan perundangan-undangan  yang mengatur tentang perbankan antara lain;
Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Ferubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 tenteng Bank Indonesia. Mengingat bank merupakan lembaga
intermediasi yang memegang kepercayaan dari masya.ckat, maka ketentuan di
dalam peraturan perundang-undangan  harus bersifat komprehensif.

Di sisi lain, sebagai bentuk penjabaran peraturan perundang-undangan
vang menjadi landasan hukum dalam kegiatan operasional bank, maka setiap
kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan
pengawas perbankan  harus mencerminkan  konsistensi dan ketaatan  asas,

khususnya kebijakan yang berkaitan dengan PPAP, Di samping' ltu, faktor

pengawasan berdasarkan ketentuan. perundang-undangan  yang ada menjadi linsur
yang sangat penting, mengingat masih perlu dilakukannya harmonisasi hukum
dengan kebijakan PPAP. Berdasarkan wuraian di atas, rnaka rumusan permasalahan
mencakup  Eksistensi Undang-Undang  tentang Perbankan dan Undang-Undang
tentang Bank Indonesia sebagai ketentuan payung bagi operasional Bank di
Indonesia dan korelasinya dengan prudential banking (prlnslp kehati-hatian),

konsistensi dan hannonisasi penerbitan kebijakan PPAP dengan Undang-Undang

tentang  Perbankan dan Undang - Undang tentang Bank Indonesla, serta
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pengawasan  perbankan  menurut  Undang-Undang  tentang Perbankan  dan

Undang-Undang  tentang Bank Indonesia terkait kebijakan PPAP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam 'penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan yuridis sosiologis, dengan tipe Penelitian yang digunakan adalah
deskriptif analitis, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai
permasalahan yang aktual berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam
penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan
pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder,
Sedangkan penelitian yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian pelengkap
dalam penelitian ini, adalah penelitian yang terutama meneliti data primer. Di
dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

A, Sekunder
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan  yang

terkait dengan PPAP.
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2. Bahan hukum sekunder
Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas
penjeiasan undang-undang yang terkait atas penjeiasan undang-undang,
literatur tentang perbankan, bahan-bahan seminar vyang terkait dengan
PPAP.

3. Bahan hukum tertier
Bahan hukurn penunlang yang memberikan petunjuk terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, ferdiri atas; kamus hukum

Belanda-Indonesia, Black's Law Dictionary, Coliin Dictionary.

B. Primer
Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer berupa :
1. Wawancara dengan pelabat-peiabat di Bank Indonesia berwenang dalam
bidang pengawasan perbankan.
2. Wawancara dengan para pejabat di beberapa bank yang menangani
masalah PPAP.
Populasi dari penelitian ini adalah pejabat Bank Indonesia yang berwenang
di bidang pengawasan perbankan dan para pelabat di beberapa bank. Sedangkan
teknik pengambilan  sampel dilakukan dengan cara teknlk sampel purposif
(purposive sampling).
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview).

Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung, valtu dengan mengadakan
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hubungan secara langsung dengan objek penelitian, yaitu pejabat di Bank
Indonesia yang berwenang di bidang pengawasan perbankan dan pejabat di bank
menangani masalah PPAP. Di samping itu, digunakan pula wawancara dengan
komunikasi tidak langsung;. untuk batas-batas tertentu, di mana terdapat
keterbatasan ~ jarak dan/atau  waknr komunikasi dengan objek penelitian.
Sehubungan  dengan prioritas dart teknik pengumpulan  data menggunakan
wawancara  dengan  komunikasi  langsung, maka alat pengumpulan  data
menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Lokasi penelitian dilakukan
di Jakarta dan Bandung.

Teknik  analisis digunakan  dengan  pendekatan  kualitatif. ~ Dalam
pendekatan  kualitatif ini tidak digunakan parameter statistik. Metode deduktif
digunakan untuk data yang diperoleh dan penelusuran kepustakaan, sedangkan
metode induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari lapangan dan besifat

pelengkap saja dalam penelitian ini.
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lIl. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Eksistensi Undang-Undang  Tentang Perbankan Dan Undang-Undang
Tentang Bank Indonesia Sebagai Ketentuan Payung Bagi Operasional Bank Di
Indonesia dan Korelasinya Dengan Pelaksanaan Prudential Banking (Prinsip
Kehati-hatian)

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berpegang teguh pada prinsip
kehati-hatian. ~ Prinsip kehatl-hatlan  (Prudential Regulation) dalam hukum
perbankan  dikategorikan sebagai .a seamless web" yang bertujuan untuk
mencapai  suatu sistem perbankan  yang sehat dan efisien. Prudendal
Regulation merupakan aturan main yang merupakan kerangka hukurn, sosial
dan politik. Dalam konsep prudential regulation ukuran moral sangat
ditentukan oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis bank dalam
mengelola bisnisnya untuk mencapai  suatu bank yang sehat, efisien, tangguh
bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Prinsip prudendad regulation pada dasamya bertolak i prinsip

prudence. Black's Law Dictionary memberikan uraian tentang “prudence”

sebagai berikut:

" Carefulness, precaution, attentive ness, and good judgment, as applied (o
action or of care reconduct  That degree of care required by the

exigencies or circumstances under which it is to be exercised.  This
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term, in the language of the law, is commonly associated with care and

diligence and constrasted with negligence,"

Teori keutamaan moral  vyang  dikemukakan oleh Adam  Smith,

membahas prudence sebagai

" That careful and laborious and circumspect state of mind, ever
watchful and ever attentive (o the most distance consequences of every
action, could not be a thing pleasant or agreeable for its own sake, but
upon account of its tendency to procure the greatest goods and to

keep off the greatest evils.." (Smith, Adam, 1976; 298)

(Sikap pandang sangat berhati-hati, sangat waspada dan penuh
perhatian  terhadap  konscku ensi yang paling jauh dari setiap
tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau
dapac disetujui demi kepe ntingan send iri, tetapi atas tanggung
jawab tentang  kecenderungannya  untuk memperoleh kebaikan yang
paling besar dan untuk menghindari  kejahatan  yang  paling

besar)."

Penjelasan Iebih lanjut dan pembahasan teori prudence yang dikembangkan
oleh Adam Smith dapat dikemukakan bahwa “prudence” sebagai: (Sonny,

Keraf, t996; 107).
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wKeadaan batin yang waspada, [ell dan sangat hati-hati, selalu penuh

perhatian  te rhadap konsekue nsi-konsekuensi yang paling jauh dari setiap
tindakan, untuk mem peroleh kebaikan yang paling besar dan untuk

menghindari kejahatan yang paling besar."

Keutamaan ini menyangkut kewajiban untuk mempertahankan  hidup pribadi.
Orang yang memiliki keutamaan ini selalu berhatl-hatl dan waspada terhadap
dirinya, kepentingan dan hidupnya. Bagi Smith, keutamaan ini tidak hanya
memungkinkan manusia untuk memperhatikan  kepentingannya untuk masa
kini, melainkan juga waspada terhadap kehidupannya di masa yang akan
datang. la peduli akan konsekuensl-konsekuensi  jangka panjang dati
tindakannya.  Bahkan demi masa depannya rela untuk mengorbankan
kepentingannya pada masa sckarang. Demikian pula, demi kepentingannya ia
pedull akan kepentingan orang lain. Sedangkan di dunia modem Inggris,
prudence adalah sesuatu perasaan berhati-hati dan penuh perhitungan pada
kepentingan  diri sendiri. Prudence adalah kebajikan yang dinyatakan dalam
tindakan sedemikian rupa sehingga kesetiaan dari kebajikan itu terhadap yang
lainnya, dijadikan contoh bagi tindakan seorang lainnya. (Macintyre, Alasdair,
1976; 74)

Bank yang selalu memperhatikan prudential regulation akan peduli
tethadap  konsekuensi dan tindakan  jangka panjangnya,  bak untuk

kepentingan bank yang dikelolanya dan sitern perbankan secara keseluruhan.
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(Johannes, Ibrahim, 2007 ; 95) Prinsip kehati-hatian telah diakomodir
dalam ketentuan normatif, sebagaimana ftercantum dalam Undang-undang

Nomor 7 Tahun t992 Tentang Perbankan Pasal 2 berbunyi:

"Perbankan Indonesia  dalam melakukan  usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatl-hatlan".

Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Bab V tentang Pembinaan dan
Pengawasan Bank dart Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan:

Pasal 29 Ayat (t )

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia".

Pasal 29 Ayat (2):
» Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan ~ modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank, dan wajib rnelakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehatl-

hatian".

Pasal 29 Ayat (3):

« Dalam memberikan I<redit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara
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yang tidak merugikan  bank dan  kepentingan  nasabah  yang

mempercayakan dananya kepada bank".

Pasal 29 Ayat (4):

"

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi

nasabah yang dilakukan melalui bank".

Penjeiasan umum:

"

. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada
lembaga perbankan  melalui penerapan  prinsip  kehati-hatian  dan
pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank."

a - Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan
mengenai  kegiatan usaha bank perlu disempurnakan  terutarna  yang
berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan
peranan  Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan (AMDAL)  bagi

perusahaan berskala besar dan atau berlsiko tinggi."

Penjeiasan Pasal 29 Ayat (1), (2), dan (3):

"Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya
yang dilakukan dengan cara rnenetapkan peraturan yang menyangkut
aspek  kelembagaan,  kepemilikan,  kepengurusan,  kegiatan  usaha,
pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional

bank."
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Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi
pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini
melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan
langsung dalam bentuk  pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-
tindakan perbaikan. Sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana

masyarakat, bank akan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit
Dalam penyaluran  kredit, bank harus berhati-hatl agar kredit yang
disalurkan tersebut dapat dikembalikan oleh peminjam dengan tepat
waktu, Pada proses awal penyaluran kredit, bank akan melakukan

penilaian atas permohonan kredit. Maksud penilaian terhadap pemohonan

kredit terse but adalah:

» Untuk meletakan kepercayaan dan unuik rnenghindarl hal-hal yang
tidak diingillkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk

diberikan." (Johannes, Ibrahim, 2004; 16)

Bank Indonesia daJam melaksanakan tugas mengatur bank, berwenang
menetapkan  ketentuan-ketentuan ~ perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian dan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Salah satu bentuk
perwuludan  dari tugas Bank Indonesia dalam menetapkan Peraturan Bank
Indonesia yang memuat prinslp kehati-hatian adaJah Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/2/PBIl200s  tanggal 25 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas

Aktiva Bank Umum juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1112/PBIl
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2009 Tanggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/2 IPB11200 5 tentang Penilaian Kualitas Aktiva

Bank Umum.

Konsistensi Dan Harmonisasi Penerbitan Kebilakan PPAP Dengan Undang-
Undang Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005  tanggal 20 Januari
2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Bab 1 Pasal 1 butir (3),
menjelaskan bahwa:
"Aktiva  Produktif  adalah penyediaan  dana Bank untuk memperoleh
penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar
bank, tagihan akseptasi, tagihan .atas surat berharga vyang dibeli dengan
janji dijual kernball (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif,

penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan  dana

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu."

Mengkaji pasal tersebut, diketahui bahwa "kredit" merupakan salah satu
bentuk dari aktiva produktif bank. Kredit sebagai bagian dan aktiva produktif
mengandung  risiko inheren berupa risiko kredit, risiko Ilikuiditas, rlslko
operasionai dan rsfko pasar. Risiko kredit (borrower's default!counter party
default) yatu gagalnya debitur memenuhi perjanjian yang dlsepakatl, debitu

(counter party) gagal memenuhi kewajibannya baik hutang pokok dan bunga.
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Sedangkan dalam risiko likuiditas (liquidity risk), kegagalan debitu membayar
kreditnya, menyebabkan dana bank tidak kembali sehingga dana vang
seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban bank, tertahan pada
debitur yang bersangkutan dan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya
kepada pihak ketiga lainnya. Di sisi lain, risiko operasional (sebagai kesalahan
proses), terjadi dalam hal kredit macet dapat diselesaikan dengan
mengandalkan jaminan yang diserahkan, tetap karena jaminan tidak diikat,
bank tldak dapat melakukan eksekusi sehingga bank tidak dapat memperoleh
penyelesaiannya.

Dalam rlsiko nilai tukar (exchange rate risk), kredit yang diberikan
dalam bentuk valas, nilai tukar rupiah terhadap wvalas tersebut trun (nilai
valas naik), maka kerugian ini menjadi lebih besar dengan penurunan nilai
tukar rupiah tersebut, Adapun mengenai risiko kecurangan (fraud risk) terjadi
apabila kredlt macet disebabkan karena rekayasa dalam analisis, sehingga
permohonan  kredit yang seharusnya ditolak, ternyata disetujui. Risiko
kecurangan ini termasuk ke dalam risiko operasional. Apabila masalah
kecurangan tersebut mencuat dan tersebar pada masyarakat menyebabkan
citra dan reputasi bank menjadi jelek, maka disebut sebagai risiko reputasi

(reutational risk). (Z., Dunil, 2005 ; 165).

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, mengemukakan bahwa:
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»informasi yang mengenai kualitas kredit atau tingkat kolektabilitas
bermanfaat untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengelola
kegiatan perkreditan dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
tentang kebijakan yang akan ditempuh dalam mernbina nasabah ke tigkat
kolektibilitas yang lebih baik. Pengawasan penilaian kolektibilitas mellputij
memastikan  ketetapan pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga
dan kemampuan vyang ditinjau dari kondisi usaha debitur dan meyakini
bahwa penilaian kolektibilitas berdasarkan data kredit debitur secara
kescluruhan ~ memenuhi  kriteria  yang telah ditetapkan  olch  Bank

Indonesia." (Veithzal, Rivaidan Andria Pennata Veithzal, 2008 ; 595)

Tuluan  penetapan  kualitas atau kolektibilitas  kredlt adalah untuk
mengetahui  kualitas kredit yang telah dlberlkan kepada nasabah yang akan
menggambarkan sehat tidaknya kredit yang disalurkan  dalam operasional
bank.

Kualitas ~ kredit  ditetapkan ~ berdasarkan ~ faktor penilaian  scbagai
berikut:

. prospek usaha yang meliputi penilaian tehadap komponen-kornponen:
potensi  pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur  dalam
persaingan, kualitas ~ manajemen dan  permasalahan tenaga  kerja,
dukungan  dari grup afiliasi dan wupaya yang dilakukan debltur  dalam

rangka memelihara  Jingkungan hidup.
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, 2. Kinerja (performance) debitur, vyang meliputi penilaian terhadap
komponen-komponen:  perolehan laba, struktur permodalan, arus kas dan
sensitivitas terhadap risiko pasar,

3. Kemampuan membayar, yang meliputi penilain tehadap kornponen-
komponen:  ketepatan membayar pokok dan bunga, ketersedian dan
keakuratan informasi keungan debitur, kelengkapan dokumentassi kredit,
kesesuaian  penggunaan  dan, dan kewajaran sumber pembayaran
kewajiban. (Dalam Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBl/200S  tanggal
20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Bagian
Kedua Mengenai Kredit, Pasal 10, 11 dan 12)

Dalam peraturan  bank Indonesia tersebut Pasal 12 ayat (3),
penggolongan kualitas kredit ditetapkan menjadi lima kolektibilitas, vaitu:
Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Penggolongan kualitas aktiva produktif telah mengalami perubahan,
dimana sebelum Februari 1998, kualitas aktiva produktif dibagi menjadi 4

golongan yaitu Lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Alasan dilakukan perubahan tersebut menurut Z Dunll:

» perubahan  dilakukan sesual perkernbangan  kondisi perbankan yang
berkaltan juga dengan perlunya pemilahan yang lebih tajam dalam

melihat kesehatan bank, serta untuk menetapkan penyisihan cadangan
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penghapusan  aktiva produktif yang memadai untuk menyangga operasi

perkreditan  bank." (Z. Dunil, 2005 ; 258).

Berdasarkan ~ Peratiran  Bank  Indonesia 0 11/2/PBII2009 tanggal 29
Januari 2009 tentang  perubahan  ketiga atas peraturan  Bank Indonesia
Noror 7/2/PBII2005  tentang penllaian kualltas aktiva bank umurn pasal 35
ayat (1), penetapan  kualitas yang hanya dapat didasarkan atas ketetapan
pernbayaran pokok  dan/atau  bunga, Penetapan  kualitas  dapat hanya
didasarkan atas ketepatan permnbayaran  pokok dan/atau  bunga, untuk:
1.Kredit dan penyediaan  dana lainnya yang dlberikan oleh setiap Bank
kepada 1 (satu) debitur atau | (satu) proyek dengan jumlah kurang dan
atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. Kredit dan penyediaan  dana lainnya yang dibelikan oleh setiap Bank
kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan lumlah:

a. lebih dari Rp, 1.000.000.000,00 (satu mllyar rupiah) sarnpai dengan
Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang
rnernenuhi  kriterla sebagai  berikut:

1) merniliki predikat penilaian kecukupan sistern pengendalian  risiko
(risk control  system) untuk risiko kredit "sangat  rnernadai”
(strong);

2)  memiliki rasio KPMM paling kurang sarma dengan ketentuan  yang

berlaku; dan
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3)  memiliki perlngkat komposit tingkat kesehatan bank paling kurang 3

(PK-3).
b. lebih dari Rp, 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan
Rp, 10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah) bagi Bank yang

memenuhi  kriteria sebagai berikut:

1) memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian  rlsiko
untuk risiko kredit "dapat diandalkan" (acceptable);

2) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang
berlaku: dan

3) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling kurang 3

(PK-3).

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi
kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau
sama dengan Rp, 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam Lampiran
[ Surat FEdaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 lanuarl 2003
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bagian kemampua membayar,
Sub Bagian Ketepatan pembayaran pokok dan bunga, dijelaskan bahwa:

1. Lancar

Pembayaran  tepat waktu, perl<embangan rckening bail< dan tidak ada

tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
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2. Dalam perhatian khusus:
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90
(sembilan puluh) hari, jarang mengalami cerukan.

3. Kurang lancar:
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua
puluh) hari, Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk
menutupi  kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

4. Diragukan:
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga vyang telah
melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus
delapan uluh) hari, Terjadi cerukan vyang bersifat permanen khususnya
untuk menutupl kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

5. Macet:
Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga vang telah melampaui 180

(seratus delapan puluh) han."

Kredit bermasalah merupakan persoalaan bagi bank, karena bank
harus menyisihkan dana vyang dialokasikan untuk PPAP. Berdasarkan
. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7712/PB/I200S tanggal 20 Januari 2005
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Umum Pasal 1 butlr (19), dijelaskan

tentang Penghapusan Aktiva adalah:
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cadangan yang barn hams dibentuk sebesar persentase tertentu
berdasarkan kualitas aktiva."
Sedangkan  kategorl PPAP lebih lanjut dijelasakan dalam Pasal 44,
45, dan 46.
Pasal 44 :
« 1. Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva
Non Produktif.
2. PPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:
a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif;
dan
b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif
3. PPA scbagaimana dlmaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling

kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia inl."

Pasal 45
" 1. Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf a ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari
Aktiva Produktif yang memilild kualitas Lancar.
2. Pembentukan cadangan umurn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk S5BI dan SUN serta
bagian  Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
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3. Cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
ditetapkan paling kurang sebesar:
a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian
Khusus setelah dikurangi nilai agunan,
b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualltas Kurang
Lancar setelah dikurangi nilai agunan:
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas
Diragukan setelah dikurangi nilai agunan:
d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet
setelah dikura ngi nilal agunan.
4, Penggunaan nilai agunan scbagai faktor pengurang dalam perhitungan
PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilal<ukan

untuk Aktiva Produktif."

Pasal 46 :
» Agunan yang dapat diperhitungl<an sebagai pengurang  dalam
pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:
a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia atau memilild perlngkat investasi dan diikat secara gadai:
b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan:
c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh)

meter kubik yang diikat dengan hlpotek, dan atau

d. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.
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Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanankan oleh Bl
pada dasamya adalah ditujukan untuk menciptakan  dan memelihara
kesehatan, baik secara individu maupun perbankan sebagai suatu sistem.
Kesehatan bank penting dalam menjalankan fun gsl-fungsi dengan baik serta
memelihara kepercayaan masyanika(.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang schat adalah
bank vang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain,
bank vyang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara
kepercayaan  masyarakat, dapat menjalankan  fungsl intermediasi,  dapat
mernbantu  kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh
pemerintah  dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutarna kebijakan
moneter.  Dengan  menjalankan  fungsi-fungsl tersebut  diharapkan  dapat
memberikan  pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagl
perekonomian  secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan  fungsinya dengan  baik, bank harus
mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik,
dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan  prinslp kehatl-hatlan,
menghasilkan  keuritungan yang cukup untuk mempertahankan  kelangsungan
usahanya, serta memellhara  likuiditasnya  sehingga  dapat  memenuhi
kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi

berbagai ketentuan dan aturan vang telah ditetapkan, yang pada dasarnya
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berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prlnsip-prinslp kehatl-hatlan
di bidang perbankan.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara
garls besar didasarkan pada faktor "CAMEL" (Capital, Assets Quality,
Management, Earning dan Liguidity). Seiring dengan penerapan risk based
supervision, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempumaan.
Saat ini Bl tengah mempersiapkan penyempumaan sistem penilaian bank yang
baru, yang memperhitungkan sensitivity to market risk atau fisiko pasar.
Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentul<an kondisi
suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu
faktor tersebut (apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang
menyangkut lebih dari satn faktor tersebut), maka bank tersebut akan
mengalami kesulitan.

Sebagai contoh, suatu bank rnesldpun modalnya cukup, selalu
untung, dil<elola dengan balk, kualitas aktiva produktifnya baik) apabila ada
masalah Ilquldltas tidak segera diatasi maka bank tersebut akan menjadi tidak
schat. Pada waktu terjadi krisls perbankan di Indonesia sebetulnya tidak
semua bank dalam kondisi tidak sehat, tetapi karena terjadi rush dan
mengalami  kesulltan likuiditas, maka sejumlah bank vyang sebenarnya schat
menjadi  tldak sehat. Penilaian tlngkat kesehatan bank secara kuantitatif

dilakukan terhadap 5 faktor, vyaitu faktor Permodalan (Capita!), Kualitas
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Aktiva Produktif (Asset)) Manajemen (management), Rentabilitas (Earning)

dan Likuiditas (fliquidity). ~Analisis ini dikenal dengan istilah :

l. Pennodalan (capita!), Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi
penilaian terhadap komponen-komponen  sebagai berikut:

a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan
serta  kemampuan  permodalan  Bank dalam rneng-cover  aset
bermasalah.

b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang
berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung
perturnbuhan  usaha, akses kepada sumber perrnodalan, dan kinerja

keuangan pemegang saham untuk menlngkatkan permodalan Bank.

2. Kualitas Aset (asset quality) Penilaian terhadap faktor kualitas aset
meliputi penilaian terhadap komponen-kornponen  sebagai berikut:

a. Kualitas aktiva produktif,  konsentrasi  eksposur  risiko kredit,
perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan
penghapusan aktlva produktif (PPAP).

b. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem ka]! ulang (review) internal,
sistern  dokurnentasl, dan klnerja penanganan  aktiva produktif

bermasalah.
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Manajemen  (management), Penilaian terhadap  faktor manajemen

meliputi penilaian terhadap kornponen-kornponen  sebagai berikut:

a. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko.

b. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen
kepada Bank Indonesia dan atau plhak lalnnya.

Rentabilitas (earning), Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi

penilaian terhadap komponen-komponen  sebagai berikut:

a. Pencapaian Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net
Interest Margin (NIM), dan tlngkat efisiensi Bank.

b. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan
prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan
prospek laba operasional.

Likuiditas (liquidity), Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi

penilaian terhadap komponen:

a. Rasio aktivalpasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi Loan to
Deposit  Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan.
b. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan Ilkuldltas (assets and liabilities
management/ ALMA), akses kepada surnber pendanaan, dan stabilitas

pendanaan.
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Berkaitan dengan kualitas aset, rnaka fungsi dart aktiva produktif

adalah untuk memperoleh pendapatan utama bank. Sebagai sumber dana
utama, pada asset ini juga terdapat resiko besar. Potensi kerugian yang
diakibatkan oleh memburuknya tlngkat koiektibilitas asset ini dapat membawa
kebangkrutan bank oleh karena itu wajib membentuk Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan -cadangan khusus guna
rnenutup resiko kemungkinan kerugian.

Pada perkembangan praktik perbankan di Indonesia, Bank Indonesia
nerupaya terus meningkatkan pengernbangan system guna menjaga kestabilan
bank. DI samping: PPAP, Bank Indonesia saat ini menerapkan  sistem
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pada prinslpnya kehadiran
sistem Cadangan Kerugian Penurunaii Nilai (CKPN) adalah unfuk menjaga
agar bank dapat mengcover kredlt yang tidak produktif atau macet. Namun
demikian, fakta di lapangan menunjukan bahwa belum sepenuhnya bank-bank
yang beroperasi telah menjaiankan Cadangan Kerugian Penurunan  Nilai
(CKPN), mengingat hal tersebut terkait dengan permodalan (Berdasarkan
Hasil Penelitian di Bank X, Bandung, pada tanggal 14 November 2012).

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang untuk seianjutnya disebut
CKPN, sebagaimana ..dlatur dalam Peraturan  Bank Indonesia = Nomor
1411S/P BII20 12 tentang Penilaian Kualltas Aset Bank Umum, adalah

penyisthan yang dbentuk :apabila nilai tercatat aset keuangan setelah
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penunman lai kurang dari nilai tercatat awal. Cadangan  Kerugian
Penurunan  Nilai (CKPN). (Peraturan Bank Indonesia Nomor 141 15
IPBII20 12 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum). Penurunan nilai
adalah ndisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang
merugikan sebagai akibat dati satu atau lebih peristiwa yang terladl setelah
pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut
berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan tau
kelompok aset keuangan vyang dapat dlestlmasl secara andal. Sedangkan
CKPN adaiah penyisihan vang bentuk apabila nilai tercatat aset keuangan
setelah penurunan niJai berkurang dari nilai tercatat aset keuangan awal. Dan
aset keuangan yang dimaksud diatas adalah setiap aset yang terbentuk, Kkas,
instrumen  ekuitas yang diterbitkan entltas lain, hak konfraktual untuk
menerima  kas atau aset keuangan lainnya .darl entitas lain atau untuk
mempertukarkan  aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain
dengan kondisi yang berpotensi mengunfungkan entitas tersebut.

Dalam konsep CKPN i tidak ditentukan besamya persentase yang
harus dibentuk oleh maslng-masing bank sebagaimana yang terjadi pada
pembentukan  PPAP yang dulu. Akan tetapi pembentukan CKPN lebih
didasarkan pada data historis dari masing-rnasing bank tersebut (Berdasarkan

Hasil Penelitian di Bank X, Bandung, pada tanggal 14 November 2012.

dengan adanya program CKPN yang dikembangkan, maka akan diketahui
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sejauhmana bank dapat merecovery debitur-debitur  yang macet) dan PSAK

No.55 (revisi 2006) mengatur tentang principal based atas hal tersebut.

Berikut ini adalah contoh beberapa prinslp yang dlatur, antara lain:

1. Identifikasi bukti objektif penurunan nilai
Penetapan  peristiwa-petistiwa ~ yang memenuhi  kriteria  sebagai  bukti
objektif terladinya penurunan nllal yang didasarkan pada pengalaman,
trend hlistorls (experience credit judgement), dan Informasl yang tersedia
selama ini disertai dengan analisis dasar perhitungan. Disamping itu faktor
lain yang dapat dipertlmbangkan oleh masing-masing bank dalam
menentukan ada atau tidaknya bukti objektif penurunan nilal telah terjadi
dapat dilihat pada aspek likuiditas, solvabilitas dan eksposur risiko usaha
dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, trend dan kondisi
ekonomi lokal dan nasional serta informasi lain yang mendukung. Dan hal
terse but diatas harus didokumentasikan  dalam kebijakan masing-masing
bank.

2. Signifikansi aset keuangan

. Proses penetapan suatu kriteria dalam mengidentifikasi ada atau tidaknya
6]

, penurunan  nilai dari aset keuangan tersebut dilakukan secara individual

atau secara kolektif’kelompok.
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3. Teknik evaluasi penurunan nllal
Dalam penetapan model perhitungan yang digunakan, masing-rnasng bank
dapat menggunakan model vyang ada dan lazim dipakal, misal untuk
perhitungan CKPN secara kolektif, model yang sering digunakan adalah
roll rate analysis, migration analysis dan vintage analysis, sedangkan untuk
CKPN secara individual dapat rnenggunakan model discounted cash flow
atau fair value of collateral.

4. Periode evaluasl
MasIng-rnasing bank dlberikan kebebasan dalam menetapkan  periode
evaluasi, hanya saja diberikan batasan bahwa periode evaluasi paling
lambat dilakukan setiap akhir triwulan dan apablla terdapat bukti objektif
penurunan  nilai sebelum tanggal “evaluasl tersebut, maka bank wajib
melakukan estimasi kembali arus kas niasa datang dan CKPN yang
dibentuk tanpa harus menunggu tanggal evaluasi berikutnya.

Dari beberapa contoh prinsip diatas itulah yang menyebabkan maslng-rnaslng

bank memiliki persentase CKPN yang berbeda-beda dan pertode evaluasi

yang berbeda pula, karena masing-masing bank memiliki data historis dan

karakterlstik yang berbeda. Meskipun demlklan, CKPN yang dlbentuk oleh

masing-masing bank peril! untuk dilakukan pengujian ulang (back testing)

guna memperoleh  bukti bahwasanya CKPN yang dibentuk berdasarkan data

historls dan teknik tertentu tersebut telah mencukupl untuk menutup
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- penurunan nilai yang terjadi saat inLsampai saat ini PPA yang dimaksud diatas
masih digunakan dalam dunia perbankan untuk keperluan perhltuugan rasio
dan sebagai disinsentif bagi bank yang memiliki aktiva non produktif. Sofia
Ekawati, "Antara Penylslhan Penghapusan  Aktiva (PPA) Dan Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) .. (http://www.jtanzilco.com).

C. Pengawasan Perbankan Menurut Llndang-Llndang Tentang Perbankan Dan
Undang-Lindang  Tentang Bank Indonesia Terkait Kebijakan PPAP.
Menurut  ketentuan  Pasal 8 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ruemlllkl tugas mengawasi
kegiatan operaslonal bank. Memjuk pada Pasal 27 Uudang-Undang  Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bentuk Pengawasan Bank oleh Bank
Indonesia  adalah  pengawasan  langsung dan tidak iangSLIg. Adapun
pengawasan  langsung  yang dilakukan oleh  Bank Indonesia  berupa
pernerlksaan  lapangan baik secara berkala maupun setiap waktu apablla
diperlukan. ~ Secara konkrlt pemeriksaan dapat berupa permlntaan  data,
mellhat pembukuan,  dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan
kegiatan usaha bank, dan hal-hal lain yang diperlukan. Bank Indonesia dapat
memerintahkan ~ Bank untuk menghentlkan  sementara  sebagian atau seluruh
kegiatan transaksl tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap

suatu transaksl patut diduga merupakan tindak pldana di bidang perbankan.
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Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia
membahayakan  kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan  dan/atau
membahayakan  sistem perbankan atau terladi kesulitan perbankan yang
membahayakan  perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan
tindakan  sebagaiman  diatur  peraturan  perundang-undangan tentang
perbankan yang berlaku.

Selain pengawasan yang dllakukan oleh Bank Indonesia, secara
internal bank yang menjalakan kegiatan operasionalnya perlu melakukan
pengawasan.  Pengawasan yang dilakukan khususnya dalam penerapan
Penyisihan Penghapusan  Aktiva Prod uktif (PPAP) vyaitu menyusun dan
menetapkan terlebih dahulu Pedoman Pelaksanaan Kredit.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Llndang Nornor % Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan
pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarlah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia
selaku Bank Sentral vang bertugas membina dan mengawasi perbankan
nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor to
Tahun 998 tentang Perubahan Atas Undang-lilndang Nomor 7 Tahun
1992 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia, mewajibkan setiap bank memiliki pedoman pelaksanaan kredit
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yang harus disetujui oleh Bank Indonesia (Surat Keputusan Dlreksl Bank
Indonesia Nomor 27/ 162/KEP/DIR  tanggal 31 Maret 1995 [uncto Surat
Edaran.

Secara khusus pengawasan internal bank dalam penerapan PPAP
adalah dengan melaksanakan diagnosa dan analisis mengenai organlsasl,
kebijakan, prosedur dan pedoman serta pengembangan sistem yang terakit
dengan PPAP. Di samping itu, pejabat bank atau staf yang menangani
permasalahan PPAP menyusun analisis dan pemantauan penerapan PPAP.

Konsekuensi Hukum Tidak Diterapkannya Penyisihan Penghapusan
Aktlva Produktif (PPAP) dan Cadangan Keruglan Penurunan Nilai (CKPN)
adalah adanya penerapan sanksi yang merupakan instrument penting dalam
penegakan hukum. Yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat tertentu vyang
timbul atau yang dapat ditimbulkan oleh perllaku manusia yang dapat
dikenakan kepada pelaku atau perbuatan yang bersangkutan  berkenaan
dengan keharusan untuk mematuhi kaidah perilaku. Sanksi hukum secara
langsung .berkaitan  dengan efektivitas hukum, yakni kemampuan kaidah
hukum mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari  yang
berakar dalam kemauan manusla yang bersangkutan.

Cara memaksakan  berlakunya  kaidah-kaidah  hukum itu fterjadi
melalui kemungkinan pengenaan akibat-akibat hukurn tertentu yang disebut

sanksi hukum kepada orang tertentu sebagai akibat dari perbuatan tertentu.
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[ad], sanksi hukum adalah akibat hukum tertentu yang (dapat) dikenakan
kepada seseorang atau sekelompok orang berkenaan dengan perbuatan yang
mematuhi atau tidak mematuhi  kaidah hukum. Secara umum penegakan
hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum
yang dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya  ketentuan  hukum yang
berlaku. (Asep Warlan YUSuf, 2004)

Sanksi merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk
terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dati sanksi bertujuan
untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua plhak, sehingga hukum
dapat berjalan sesual dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan
ketertlban,  kepastian dan keadilan. Dalam implementasinya, aturan itu
memuat perlntah, larangan, kewajban, Aturan fersebut memiliki makna
sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang, yaitu berupa
tindakan yang dlsebut dengan sanksl

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasamya merupakan
“discretionary power” atau kewenangan bebas. Oleh karena itu, pemerintah
diberi  wewenang  untuk  mempertimbangkan dan  menilai  apakah
menggunakan ataukah tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah
dapat saja tidak menggunakan  wewenang  menerapkan  sanksi  (non

enforcement) dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena alasan:
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1. dapat membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan:

2. secara ekonomi tidak menguntungkan,

3. instrumen paksaan yang tidak memadai,

4. tidak ada kemampuan untuk menimbulkan daya paksa:

5. adanya keraguan pemerintah tentang apakah suatu pelanggaran hukum
atau bukan,

6. adanya upaya-upaya lain yang lebih efektif, efisien, dan menimbulkan efek
jera bagi pelaku, dan

7. lain-lain alasan yang secara obyektlf rasional tidak dimungkinkannya
penerapan sanksi adminstrasi.

Namun demikian, sikap dan tindakan untuk "non enforcement” atau
pun sikap untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sikap sesukanya dan
semena-mena  tanpa ukuran yang obyektif dan rasional. Artinya boleh
menetapkan  sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi dilakukan secara
subyektif dan tanpa dasar (alasan) yang kuat, logis dan bertanggung jawab.
Sikap seperti itu adalah sikap yang keliru dalam menerapkan “discretionary
power”.  Penerapan kewenangan tersebut seharusnya dilakukan dengan ekstra
hatl-hatl dan seksama, yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijakan
yang arif dan bijaksana (discretion is the better part of valor), namun tanpa
mengabaikan . fungsi dan tujuan (penegakan ) hukum ltu sendiri. (Asep

Warlan Yusuf, 2004).
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Sanks! admnlstrattf  :an5 dapat berbcnurk  penolakan  pemberian
perlzlnan  setelsh dlkcluarkan Lin scmentara  (prE'iffmtif) atau mencabut  iZDl
yar.g teuh dbeukan ((epresifL  jauh leblh efektif untuk rnemaksa orang
mentaati  ketentuan-ketentuan hukum vyang mengatur usaha dan industi dan
perlindungan  llngkungan  dlbandingkan  dengan  sanksl pidana.  (Mochtar
Kusurnaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000 ; 47) Tidak dilalksanakannya
kewallban Penylslhan Penghapusan Aktiva Prcduktlf (PPAP) dan Cadangan
Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupaxan suatu peianggaran. Oleh sebab
itu Bank Indonesia selaku pengawas perbankan,  berdasarkan  peraturan
perundang-uudangan dapat  menetapkan sanksi.  Adapun  sanksi yang
dimaksud yaitu sanksi adrnlrlstratif beruns
1. denda uang
2. teguran tertulls:
3. penurunan tlngkat kesehatan bank;
4. larangan untuk turut serta dalam kegiaran kliring;
5. pernbekuan kegiaran usaha tertentu, balk unfuk karuor cabang ftertentu
maupun untuk bank secara keselurunan,
6, pemberhernlan  peugurus bank dan selanlutnya menunjuk  dan
mengangkat pengga.itl sernentara sampal Rapat Umum Pemegang Saham
atau Rapat Anggota Koperasl mengangkat pengganti yang tetap dengan

persetuluan  Bank Indonesla;
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* 7. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam

daftar orang tercela di bidang Perbankan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A, Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagal
berikut:

l. Bank dalam menjalankan aktivitasnya berpegang teguh pada prinsip
kehati-hatlan, di mana prinsip ini diakomodir dalam Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992.  Di samplng prinslp kehatl-hatlan, %ndang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992  mengakomodir  prinsip-prinsip penting Jainnya. Sehingga dalam
praktik perbankan, gndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi payung hukum dalam
kegiatan operasional bank.

2. Penerapan PPAP merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip
kehati-hatian ~ sebagaimana  diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Iindang Nomor 7 Tahun
1992  yang dijabarkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/2/PBIf2005  tanggal 25 [anuari 2005 tentang Penilaian Kualitas
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Aktiva  Bank Umum  juncto Peraturan  Bank Indonesia ~ Nomor
11/2/PBI1I2009 anggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBII200S  tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum. Ofeh karena itu, ketentuan dan
pelaksanaan PPAP harus sudah seharusnya selaras dengan Undang-
Undang sebagaimana dimaksud. Adapun penerapan PPAP berlaku bagi
setiap bank dalam kaitannya dengan transaksi perkreditan.

Menurut  ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki tugas mengawasi
keglatan operasional bank. Difihat dati sisi Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 jo Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992, Bank
Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi memiliki pedoman
perkreditan yang di dalamnya mencakup -pedoman yang terkait dengan
PPAP. Terkait dengan penerapan PPAP, pengawasan yang dilakukan
oleh Bank Indonesia dapat berupa penerapan langsung vaitu permintaan
data, melihat pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan
dengan kegiatan wusaha bank. Bagi bank yang tidak melaksanakan

kebijakan PPAP, maka Bank Indonesia dapat memberikan  sanksi

administratif.
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,B.  Saran

. Peraturan terkait PPAP harus dikembangkan secara dinamis agar risiko
bank dalam penyaluran kredit dapat ditekan seminimal mungkin,
mengingat peran bank dalam perekonomian negara memiliki posisi yang
cukup strategis. Adapun Pelaksanaan kewajiban pembukuan PPAP oleh
bank merupakan bentuk pelaksanaan prudential banking (prinsip kehati-
hatian).

2. Pemerlntah  seyogyanya menerbitkan  Undang-Undang  yang khusus
mengatur  perkreditan  perbankan  sebagai payung hukum  dalam
penyaluran kredit, mengingat saat ini pengaturan kredit masih mengacu
pada Peraturan Bank Indonesia.

3. Dengan terbentuknva  Otoritas lasa Keuangan, maka perlu adanya
koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dengan Otoritas [asa
Keuangan terkait pengawasan perbankan agar Jebih komprehensif,

sehingga bank dalam menjalankan operasionalnya  memegang teguh

prinsip kehatl-hatlan, khususnya dalam penerapan  PPAP.
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